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PENETAPAN
Nomor 628/Pdt.P/2021/PA.PwI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Abd. Tahir bin Torowali, tempat dan tanggal lahir Kambajawa, 31 Desember
1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Lingkungan Kandeapi, Kelurahan Tinambung,
Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;, selanjutnya
disebut Pemohon I.

Subriani binti Supardi, tempat dan tanggal lahir Tinambung, 31 Desember
1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD,
tempat kediaman di Lingkungan Kandeapi, Kelurahan Tinambung,
Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;, selanjutnya
disebut Pemohon II. Selanjutnya Pemohon | bersama dengan
Pemohon Il disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 19 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
628/Pdt.P/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mendaftarkan

pernikahan anak kandung Pemohon | dan Pemohon Il ke Kantor

Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar,

tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Nomor: B-
602/KUA.31.03/04/PW.01/08/2021, tertanggal 18 Agustus 2021,
menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Nur Raodatul Adawia
binti Abd. Tahir dengan Rizal bin Sayuti, dengan alasan anak Pemohon
| dan Pemohon Il masih di bawah umur;

2, Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il bermaksud akan
melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon | dan Pemohon II

bernama Nur Raodatul Adawia binti Abd. Tahir umur 18 tahun,

Tempat/Tanggal Lahir : Kandeapi, 29 Desember 2002, Pendidikan
SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman di Lingkungan
Kandeapi, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten
Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama Rizal bin Sayuti,
umur 41. Tempat/Tanggal Lahir: Campalagian, 2 Maei 1980
.Pendidikan, SD pekerjaan Wiraswasta, bertempat Kediaman di
Lingkungan Pangali-Ali, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae,
Kabupaten Majene;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
kandung Pemohon | dan Pemohon Il belum mencapai umur 19 tahun,
namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena
keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 tahun dan bahkan
keduanya sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon | dan Pemohon II,
maka Pemohon | dan Pemohon Il sangat khawatir bila tidak segera
menikahkan anak Pemohon | dan Pemohon Il akan terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon | dan Pemohon Il dan
calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga namun tidak
sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak
keluarga calon isteri dan Pemohon | dan Pemohon Il telah merestui
rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, tidak bersedia
menikahkan karena usia anak Pemohon | dan Pemohon Il masih
dibawah umur;
6. Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon Il dan calon suaminya
tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu
rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula
menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon | dan Pemohon Il

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon | dan Pemohon I

bernama Nur Raodatul Adawia binti Abd. Tahir untuk melaksanakan

pernikahan dengan seorang lelaki bernama Rizal bin Sayuti;

- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut Kketentuan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon
penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para
Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon
suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun
sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan;
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Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan
terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi
fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap
untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan
bayinya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko
mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan,
gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja
cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan
baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan
pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu,
keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia
muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para
Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon
telah dicabut dan inisiatif sendiri maka Majelis hakim tidak melanjutkan
pemeriksaan dan mengadili permohonan tersebut, dengan demikian
permohonan pencabutan oleh Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang

berkaitan dengan permohonan ini;
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan Para Pemohon untuk mencabut

permohonannya;

Menyatakan perkara Nomor 628/Pdt.P/2021/PA.Pwl, dicabut;
4, Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari
Kamis, tanggal 2 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22
Muharram 1443 Hijriah oleh Wawan Jamal, S.H.l. yang ditunjuk sebagai Hakim
Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. St.
Rukiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti, Wawan Jamal, S.H.l.

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- PNBP :Rp 60.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 360.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Polewali
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Dra. Saripa Jama
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